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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

K ebudayaan adalah hasil karya dan bukti eksistensi manusia pada zaman
dahulu dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya. Kebudayaan manusia
terbentuk karena aktivitas yang dilakukan secara terpola dan menjadi kebiasaan
yang dilestarikan oleh pengikutnya karena dipandang sebagai metode terbaik

untuk menunjang kelangsungan hidup

Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam
rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belgar. Sehingga
kebudayaan merupakan sebuah ha penting yang harus dilindungi dan dilestarikan
keberadaannya agar dapat bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Kebudayaan dapat
berbentuk kebiasaan, adat istiadat, istilah, bahasa, benda ataupun bangunan, kesenian dan lain
sebagainya’

K ebudayaan mempunyai tigawujud, yaitu :

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-
norma, peraturan dan sebagainya. Merupakan wujud idea dari kebudayaan, sifatnya
abstrak, tak dapat diraba atau difoto.

2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari
manusia dalam masyarakat. Merupakan wujud kebudayaan yang disebut sistem sosial
atau social system, mengenai tindakan berpola dari manusiaitu sendiri.

3. Wujud kebudayaan sebagai suatu benda-benda hasil karya manusia. Merupakan

wujud kebudayaan yang disebut kebudayaan fisik, berupa seluruh total dari hasil fisik
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dari aktifitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat, maka sifatnya

paling konkret, dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan

difoto.?

Ketiga wujud kebudayaan tersebut merupakan warisan budaya bangsa yang harus
harus dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. Oleh karenaiitu,
dalam rangka melindungi dan melestarikan kebudayaan dibutuhkan sikap dan komitmen yang
serius dari pemerintah serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat supaya dapat terwujud
kebudayaan yang lestari sehingga dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat.

Warisan Budaya adalah segala hasil kegiatan budaya yang diakui sebagai milik
bersama oleh suatu bangsa atau suku bangsa, yang dengan demikian juga seringkali
didudukkan sebagai salah satu penanda bagi jati diri bangsa atau suku bangsa bersangkutan.
Warisan Budaya juga dapat dipilah berdasarkan yang tangible (benda yang dapat dipegang/
disentuh) dan yang intangible (tak benda, tak dapat disentuh, dan ini dipilah pula antara yang
abstrak dan yang kongkret dalam arti dapat dicerap oleh pancaindra)®

Salah satu warisan budaya yang patut mendapatkan perhatian ekstra adalah
peninggalan kebudayaan yang bersifat konkret yang disebut dengan cagar budaya. Cagar

budaya merupakan hasil kebudayaan berupa artefak atau hasil karya.

Keberadaan cagar budaya harus benar-benar dirawat dan dijaga karena sifatnya yang
rapuh yang disebabkan oleh berbagal faktor baik faktor manusia maupun faktor alam,
memiliki usia panjang, dan tidak bisa diperbaharui. Urgensi perlindungan cagar budaya
dijelaskan di daam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya,
bahwasanya cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan

perilaku kehidupan manusia yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sgjarah, ilmu
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pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan,
pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memgukan kebudayaan nasional untuk
kemakmuran rakyat. Cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa
benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan
kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena
memiliki nilai penting bagi sgarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau
kebudayaan melalui proses penetapan. Cagar budaya merupakan bagian dari kebudayaan,
oleh karena itu perlindungan cagar budaya juga mengacu pada undang-undang yang tertinggi
yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
disebutkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban
dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan

nilai-nilai budayanya.”

Banyaknya situs cagar budaya yang tidak terawat dan terkesan dibiarkan terbengkalai,
meskipun sudah ada perda yang mengatur mengenai cagar budaya di Kabupaten Jember yaitu
Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Salah satu contoh
situs cagar budaya yang terbengkalai yaitu candi deres yang berada di Dusun Deres Desa
Purwoasri Kecamatan Gumukmas. Kabupaten Jember juga tidak memiliki museum cagar
budaya, benda-benda cagar budaya selama ini masih di smpan di gudang Balai Pelestarian

Cagar budaya Koordinator wilayah Jember.

Dengan demikian, penulis ingin menganalisis secara yuridis normatif bagaimana
kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember terhadap Cagar Budaya, mengetahui apa
kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember di dalam memberikan

perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya, dan upaya Pemerintah Kabupaten Jember untuk
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mengatas kendala tersebut, sehingga Cagar budaya di Kabupaten Jember dapat terjaga
kelestariannya dan bermanfaat untuk kegiatan ilmiah, kegiatan keagamaan, dan sebagai objek
pariwisata di Kabupaten Jember. Terkait adanya permasalahan tersebut, menjadi pendorong
bagi penulis untuk membuat penulisan hukum dengan judul “ PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP CAGAR BUDAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11

TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA (STUDI DI KABUPATEN JEMBER)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat diangkat untuk
selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan ini adalah Bagaimana kebijakan Pemerintah

dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Jember ?

1.3. Tujuan Pendlitian

Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum

terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Jember.

1.4. Manfaat Pendlitian

Adapun manfaat dari penulisan proposal ini bagi penulis merupakan salah satu syarat
wajib untuk penulisan skripsi, selain itu dalam melakukan penelitian ini  manfaat yang

diberikan ada dua macam, yaitu :

1. Manfaat teoritis

a manfaat secara teoritis dalam hal ini penelitian perlindungan hukum terhadap cagar
budaya adalah mampu memberikan kontribus bagi ilmu pengetahuan, khususnya

ilmu hukum;



b. untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah terhadap
cagar budaya;
c. memberikan aternatif solus terhadap kendala yang dihadapi pemerintah daerah

dalam memberikan perlindungan hukum Situs Cagar Budaya.

2. Manfaat praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, terutama sekali
bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum tata
negara untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan pemerintah

Kabupaten Jember terhadap Cagar Budaya

b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak
baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak yang bekerja di bidang

hukum, khususnya hukum tata negara.

1.5. Metode Pendlitian

Metodologi dalam suatu penelitian merupakan penjamin suatu kebenaran ilmiah.
Metodologi penelitian berfungsi sebagal pedoman pada saat mengadakan analisis terhadap
data yang dihasilkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Berikut ini

beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini

1.5.1 Metode Pendekatan M asalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, artinya “Permasalahan yang
diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-
kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis-normatif dilakukan

dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat forma seperti Undang-



Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan

permasal ahan yang menjadi pokok pembahasan”.’
1.5.2 Jenis Pendlitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif untuk memperoleh gambaran
singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas suatu perundang — undangan yang
berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan,

kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis.®
1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari.

"I antara lain

a. Bahan hukum primer, yaitu “Bahan-bahan hukum yang mengikat
:UUD NRI 1945, UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013
tentang Rincian Tugas Bala Pelestarian Cagar Budaya, Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia K ebudayaan, Perda Kabupaten

Jember Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pel estarian Cagar Budaya.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu “Bahan hukum yang memberikan penjelasan

"8 berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan

mengenai bahan hukum primer
dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-

makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar dan lain sebagainya.
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c. Bahan hukum tersier, yaitu “Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya:
kamus-kamus (hukum), internet, media massa, ensiklopedia, indeks kumulatif

dan sebagainya”.’
1.5.4 M edote Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan vyaitu
“Mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara
membaca dan mempelgari peraturan perundang undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan
yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan

ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat”.*°
1.5.5 Medote Analisis Bahan hukum

Bahan hukum penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum
kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jaan
pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum memakai “Metode deduktif
yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum

diarahkan gunamencapai hal-hal yang bersifat khusus”.**
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